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Momentum Baru Reformasi DPR dan Polri

Peristiwa vang
terjadi pada akhir
Agustus 2025
menjadi
momentum
penting untuk
merefleksikan
hondisi
kelembagaan
negara (i
Indonesia.

erusuhan yang meng-
guncang beberapa kota
di Tndonesia pada -

tus 2025 membuka m:
tentang r.npulm\-

tnmm ini wnuh dengan sorot
an: anggota DPR vang tak lagi
dianggap mewakili konstituen
serta Polri yang dipersepsikan
semakin represif.

Dua institusi yang paling ba
nyak disorot adalah Dewan Per

vmhhn vat (DPR) dan Ke-

mang-wenang dan de[l g
lebih menverupai militer ke-
timbang institusi sipil.

Kedua persoalan ini mene-
gaskan perlunya pembaruan in-
stitusi - ataupun  kelembagaan
vang berorientasi pada demo-
krasi substantif dan perl
dungan hak asasi manusia

rakvat lebih sibuk mengurus
kepentingan partai ataupun di-
rinya sendiri dan golongan ke-
timhang aspirasi pemilihnya. Di
Jjalanan, protes masyarakat me-
nuntut DPR yang benar-benar
merakyat menggema,

Dalam sistem demokrasi mo-
dern. DPR berfungs: sebagai re-
presentasi  rakyat.  Namun,
praktik politik elektoral di [n-
donesia masih sarat dominas
oligarki partai dan pemilik mo-
dal. Kandidat vang terpilih ke-
rap lebih loyal pada struktur
partai ketimbang konstituen di
daerah pemilihannva. Hal im
sejalan kritik ilmuwan politik,
Jeffrey Winters, yang menilai,
demokrasi Indonesia masih di-

s oleh oligarki sehingga
vat untuk mengontrol
ngal terbatas,

i Indonesia sehe-

narnya telah menegaskan prin-
sip kedaulatan rakyat dalam Pa-
sal 1 Ayat (2) UUD 1945, vang
meny 1 hahwa kedaulatan
herada di tangan rakyat dan
dilaksanakan  menurut  Un-
dang-Undang  Dasar, Dalam
praktiknya, mekanisme akun-
tabilitas DPR kepada rakyat be-
lum berjalan efekti Mekanis-
me pergantian  antarwaktu
(PAW) hanya bisa diinisiasi par-
tai, hukan konstituen. Akibat=
nya, rakyat sebagai pemilik ke=
daulatan tidak punya instius
men untuk mencabut mandat
dari wakil yang tidak amanah.
Hal ini membuat rakyat seakan
diposisikan sebagai penonton,
bukan pemegang kendali,

Karena itu, penulis memun-
culkan konsepsi gagasan untuk
meniru model kqu,m yung

Gede Khrisna

Mahasisiva Magister llmu Hukume HGAE Pemerhati hebijokan Pubiik

SPPT pajak sehagai bukti kon-
tribusi individu kepada negara
dan memiliki privilese untuk
mengganti  direksi  dan
komisaris melalui RUPS.
Penulis mengadopsi pen-
dekatan  perban-
dingan  kelem-
bagaan negara
kepada
korpora
i adanya or-
gan seperti
dewan direk-
s, dewan ko-
misaris,  dan
RUPS.  Das
lam hal “ini,
DPR* diposistkan
sehagai dewan komi-
saris, ying mengawasi Ki-
nerja pemerintah (eksekutif)
yang diposisikan sebagai dire
si, dan rakyat memiliki hak
mengajukan RUPS luar bia
Mekanisme RUPSLE dilaku
kan melalui petisi vang diedar-
kan dengan dukungan kuotum
tertentu. Hal ini diawali pem-
beritahuan kepada publik yang
diumumkan melalui dua koran
nasional  dengan  jarak 244
minggu. Komite perwakilan se=
) diorganisasikan oleh
konstituen dapil. yang akan bu-
bar selelah tugasnya sclesai,
Konsep ini hukan sekadar
metafora—dalam hukum per-
data-ataupun bisnis; mekanis-
‘me strict liability atat tanggung
jawab pemerintah. melalui me-
Kanisme class action da
lawsuit, sudah diakui dan dite-
rapkan dalam sistem hukum
common-law, Dengan dem
rakyat punya dasar untuk me-
nuntut akuntabilitas dari pe-
1 b

ristiwa ini dirkan per-
tanyaan, apakah institusi de-
mokrasi dan keamanan  kita
masih berjalan sesuai mandat
konstitusi?

Krisis kepercayaan publik
Laporan media sepanjang ta

hun 2025 berkali-kali meng-
angkat isu rendahnya keperca-
yaan publik terhadap DPR. Sur-

vei dan opini yang berkembang
di masyarakat menunjukkan,
mayoritas wargs menikai wakil

Aan

dapat diper
rakyat dianggap sebagai peme-
gang saham dengan surat pem-
beritahuan td\umn (SPT)
dan/atau surat pemberitahuan
|Mj.lk terutang (SPPT) sebagai
"surat berharga/saham”.

Salah satu tawaran  solusi
adalah menerapkan mekanisme
serupa rapal umum pemegang
saham (RUPS) dalam hukum
korporasi. Konstituen dipan-
dang sebagai pemegang saham
(shareholders)  melalui - SPT/

yang baik (good governance).
Dengan demikian, rakyat bisa
secara langsung mengs

dan mengganti wakilnya
tidak merepresentasikan atau-
pun menjalankan mandat de-
ngan batk melalui mekanisme
langsung tanpa melalui partai

Desentralisasi Polri
Polri juga jadi sorotan meddia

sepanjang . Mulai dari du-

gaan tindakan brutal aparat saal

/s

WEN AANT

mengawal demonstrasi hingga
sorotan pada penampilan’ dan
karakteristik-tiliter ditengah
i lembagn sipil
Kritik ini nwnmtkan urgensi
reformasi kelembagaan  Polri
vang menjadi sorotan karena
(‘]MM.’A]J gagal mengayomi ma-

.l.alm Polri sebagai lembaga
sipil. Pasal 30 Ayat (4) UUD
1945, kerap tidak sejalan de-
ngan praktik di lapangan. Poln
masth menampilkan watak ko
ersif dan militeristik, dengan
orientasi menjaga kepentingan
pusat ketimbang melayani rak-
vat di daerah.

Solusi vang ditawarkan ada-
lah  desentralisasi - kepolisian
Struktur kepolisian perlu di-
ubah schingga kapolda menjadi
pemegang eksekutif tertinggi di
wilavahnya dan setara dengan
gubernur, sementara Mabes
Polri berfungsi sebagai badan
as atau seperti dewan
an auditor terhadap
ing polda.

Mabes Polri selayaknya diisi
mantan kapolda yang telah pur-
natugas dan diperpanjang 2-3
tahun. Oleh karena itu, hubung-
an kelembagaan internal bersi-
fat rekomendatif dan bukan be-
rupa runtai komando. Desen

tralisasi ini dapat memper-
kuat akuntabilitas lokal
menumbuhkan rasi
kepemilikan, dan
mengurangi
intervensi
politik pusat,
Dengan sis-
temini, ke-
polisian
daerah le-
bih fokus
melayani
masyarakat
lokal, bukan
sckadar - me-
digejar loyalitas
kepada pimpinan
pusat.
E‘mdn.kaun ini se-
jalan xlc-npm teotd (oms
munity policing yang nie-
nekinkan kedekatan aparat
dengan  masyarakat, vakni
pendekatan-=kepolisian - yang
menekankan - kemitraan  de-
ngan_masyarakat, pencegahan
kejahatan, dan akuntabilitas lo-
Jal
Kepolisian yang bersifat de-
sentralisasi dan berbasis ko
munitas dapat lebih dipercaya
publik karena aparat lahir dan
hesar rah yang mercka
jaga. Jika perekrutan polisi fo-
kus kepada putra-putri daerah,
kedekatan sosial-budaya akan
tercipta, mengurangi gesekan,
dany buhkan kepercaya-

andan dominasi oligarki. Meka
nisme "RUPS rakyat” akan me-
motong dominasi partai dalam
menentukan arah  eksekutif
ataupun legislatif karena DPR
harus bertanggung jawab lang-
sung kepadakonstituennya. Hal
ini mengembalikan demokrasi
ke prinsip citizen sovereignty.

Ketiga, stabilitas keamana
daerah. Dengan k.\pnld.l sehagai
aktor utama di wilayah, ia me-
miliki tanggung h moral
menjaga keamanan daerah, Ka-
polda yang berakar di wilayah
akan my bertanggung jawab
penuh menjaga dacrah dan ke-
rustthan, bukan sekadar meng:
amankan kepentingan dan in-
strukst ‘orang besar’ dari pusat.

Keempat, pendekatan huma-
nis dan polisi yang lebih manu-
siawi Aparar dacrah yang lahir
dan besar di kan
Tebih mengenal mas dan
aya setempal. Aparat yang
dari lingkungan vang
n lebih peka pada kul-
tur setempat schingga  bisa
mengedepankan dialog bukan
represi.

Dasar hukum
Gagasan reformasi ini tidak
berdiri di miang kosong, tetapi
berada dalam kerangka hukum
Indonesia, di antaranya ULD
19-|)P.i.~1|l Ayat (2), mengenai
I mk\ at sebagal fon

an dan hubungan sinergi- sipil
yang harmonis dan humanis.

Reformasi DPR dan Polri ini
tak hanya soal idealisme dalam
tataran konsepsi akademis, te-
tapi juga menyangkut sejumiah
manfaat nyata.

Pertama, optimalisisi
penerimaan pajak lebih ber-
makna. Jika rakyat merasa pa-
jaknya berbanding lurus de-
ngan hak  politik—memiliki
kendali langsung atas wakil-
nya—kepatuhan pajak akan me-
ningkat. Rakyat lebih rela mem-
bayar pajak jika tahu mereka
punya hak mengontrol wakil
rakyat. Hal ini sejalan dengan
teori fux compliance tentang
pentingnya frust in govern-
ment.

Kedua, mengurangi kekuasa

dasi demokrasi langsung. Juga
Pasal 28D Ayat (1), yang meng-
atur jaminan atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan ke-
pastian hukum vang adil. Pasal
30 Ayat (4) mengatur Polri se-
bagai alat negara yang menjaga
Keamanan dan ketertiban ma-
syarakat serta bersifat sipil

Selain itu, UU Nomor 2 Ta-
hun 2002 tentang Polr, vang
membuka ruang reformasi ke-
lembagaan agar lebih transpar-
an dan akuntabel. Hukum acara
perdata juga mengakui meka-
nisme class action dan citizen
lewsuit, yang bisa dijadikan pre-
seden bagi hak rakvat untuk
mengevaluasi wakilnya,

Secaru teoretis, ide "rakyat
sebagal pemegang saham nega-
" sejalan dengan teor kontrak

sosial (Rousseau) yang mene-
kankan hahwa legitimasi negara
berasal dani kehendak rakyat.
Adapun teori prineipal-agent
dalam ilmu politik menjelaskan
hahwa rakyat (principal) mem-
beri mandat  kepada  wakil
(agent) dan, apabila mandat di-
sulahgunakan, rakyal berhak
mencabutnya, Dalam hal ini,
wakil rakyat adalah agen yang
bisa dicabut mandatnya jika
melanggar kontrak.

Momentum perubahan

Kerusuhan  Agustus 2025
adalah peringatan keras yang
menjadi alarm bahwa Indone-
sia memerlukan reformasi ke-
lembagaan yang nyata, bukan
sekadar kosmetik. DPR perlu
dikembalikan ke akarnya seba-
gai representasi rakyal melalui
mekanisme kontrol langsung,
an Folrt harus di

1klml1hcl
Dengan mengadopsi prinsip
hukum korporasi, kontrak sosi-
al. dan community policing. In-
donesia bisa membangun de-
mokrasi yang febih substantif
serta institusi keamanan yang
lehih dekat dengan rakyat.
Demokrasi kita tidak boleh
berhenti pada prosedur pemilu
lima tahunan dan kepolisian
tidak boleh berfungsi sekadar
sehagal alat kekuasaan. Jika
DFR bisa dikentrol langsung
oleh rakyat dan Polri dibangun
atas dasar kedekatan dengan
komunitas, Indonesia bisa me-
langkah menuju  demokrasi
vang lehih substantif dan ke-
amanan yang lebih humanis.
Reformasi ini bukan semata
perubahan teknis, melainkan
langkah fundamental untuk
mermastikan hahwa negara be-
nar-benar hadir untuk rakyat.
sesuai amanat konstitusi dan
cita-cita Reformasi 1998,
Reformasi DPR dan Polri bu-
kan sckadar agenda politik, te
tapi kebutuhan mendesak men-
Jjawab krisis kepercayaan rak-
yat. Jika momentum ini lewat,
jangan heran jika sejarah kem-
bali berulang dengan kerusuh-
an serupa di masa depan,
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